
SLEMAN (KR) - Pa-

mong Kalurahan se-Kabu-

paten Sleman mendeklara-

sikan netralitasnya dalam

Pemilu 2024. Deklarasi di-

adakan di Balai Desa Con-

dongcatur Depok Sleman,

Rabu (30/11), dihadiri per-

wakilan pengurus paguyub-

an Pamong Kalurahan mu-

lai Lurah, Carik, Pangripta,

Danarta, Jagabaya, Ulu

Ulu, Kamituwa dan Dukuh.

Dalam deklarasi itu, para

pamong mendukung tetap

tegaknya NKRI yang be-

rasaskan Pancasila dan

UUD 1945. Mendukung

suksesnya Pemilu Serentak

tahun 2024 demi terwujud-

nya sistem pemerintahan

yang efektif berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Menjaga netralitas dan pro-

fesionalitas pamong dalam

menyalurkan hak dan ke-

wajiban politiknya secara

bertanggung jawab. Ber-

sinergi dengan Polri dalam

menciptakan kamtibmas

yang kondusif di Kabupaten

Sleman.

Selain deklarasi, Pagu-

yuban Dukuh Kabupaten

Sleman 'Cokro Pamungkas'

berkolaborasi dengan Polda

DIY mengadakan sarase-

han tentang Pemilu 2024.

Sarasehan menghadirkan

narasumber dari Binmas

Polresta Sleman, Kesbang-

pol Sleman dan Bawaslu

Sleman.

Lurah Condongcatur Re-

no Candra Sangaji sangat

mengapresiasi deklarasi

dan sarasehan yang mem-

bahas soal netralitas Pa-

mong Kalurahan dalam

Pemilu 2024. "Setelah men-

dapatkan pengarahan dari

narasumber, diharapkan

Pamong Kalurahan betul-

betul bisa netral dalam

Pemilu 2024, dan men-

jalankan hak dan kewa-

jibannya sesuai aturan yang

ada," katanya. 

Sementara  Wakil Ketua

Paguyuban Dukuh Cokro

Pamungkas Sukarjo menga-

takan, pilihan masyarakat

dalam Pemilu 2024 sangat

berbeda-beda. Sebagai Pa-

mong musti bisa 'momong'

seluruh potensi yang ada di

masyarakatnya. "Ya kalau

sudah menyinggung soal pil-

ihan atau dukung men-

dukung calon atau partai

politik, Pamong harus mem-

batasi diri dan harus netral,"

katanya. (Dev)-f
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Bupati Minta Jaga Suasana Kondusif

"Kita buka ruang

diskusi. Artinya semua pi-

hak dilibatkan mulai dari

buruh, pengusaha, peme-

rintah, termasuk para pa-

kar. Diskusi di Dewan

Pengupahan ini perlu agar

kita saling memahami

keadaan dari masing-ma-

sing pihak dan berujung

pada kesepakatan bersa-

ma," ungkap Kustini saat

dikonfirmasi, Kamis (1/12).

Menurut Bupati, dalam

penetapan UMK di Sle-

man semua pihak harus

bersepakat untuk menja-

ga suasana kondusif.

Pasalnya, sebagai wilayah

yang didominasi pariwisa-

ta dan industri, dibutuh-

kan kondusivitas agar se-

mua sektor tersebut bisa

berjalan dengan baik.

"Mudah-mudahan ada so-

lusi terbaik untuk kita se-

mua," katanya. 

Bupati juga menegaskan

dan terus mengupayakan

agar masyarakat di Sle-

man maju dan sejahtera.

Namun, berbagai kebi-

jakan yang dikeluarkan

tentu diputuskan dengan

mempertimbangkan kon-

disi perekonomian yang se-

dang dan akan terjadi. 

"Karena sudah dua

tahun kondisi negara ini

tidak baik-baik saja. Mu-

lai dari pandemi, kenai-

kan bahan-bahan pokok,

dan kenaikan bahan ba-

kar minyak (BBM). Saat

ini, negara kita digadang-

gadang bakal inflasi. Ten-

tunya penetapan UMK ini

harus dilakukan dengan

hati-hati," tegas Bupati. 

Diakui Bupati, beberapa

waktu lalu telah melaku-

kan kunjungan ke bebera-

pa industri. Kunjungan

itu, untuk mengetahui

kondisi perekonomian in-

dustri terkini dan kondisi

pekerja. Memang dite-

mukan beberapa problem

yang dihadapi industri di

Sleman. Salah satunya

tentang masuknya pro-

duk-produk luar negeri

seiring dengan terbuka-

nya market online. Pro-

blem ini tentu akan jadi

evaluasi dan harus temu-

kan solusi dan berikan

pendampingan. 

"Saya kemarin juga pe-

sen kalau bisa jangan

sampai ada pemutusan

kerja atau dirumahkan

karena kondisi daya beli

sedang turun. Harapan

saya, daya beli bisa naik,

sehingga perusahaan ti-

dak rugi dan upah buruh

bisa kita naikkan," pung-

kas Bupati. (Has)-f
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Pamong Kalurahan mendeklarasikan netralitas-
nya dalam Pemilu 2024.

Pamong Deklarasi Netralitas dalam Pemilu 2024

LAPORAN PANSUS III TENTANG PENGELOLAAN BMD 

Pengoptimalan Aset Mangkrak, Ducting dan BLUD 
SLEMAN (KR) - Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

di Kabupaten Sleman mendekati final.

Pembahasan Panitia Khusus (pansus) III

terkait draf raperda tersebut telah me-

nuntaskan amanahnya dan melaporkan-

nya dalam sidang paripurna. Harap-

annya raperda ini nantinya bisa membe-

rikan kepastian hukum, efektif dan dera-

ian dalam pengelolaan BMD. 

Ketua Pansus III Raperda BMD

Sumaryatin mengatakan, Pansus III me-

mandang  Rancangan Peraturan Da-

erah tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah menjadi prioritas untuk segera

ditetapkan. Hal itu untuk memberikan

kepastian hukum dalam pelaksanaan

pengelolaan barang milik daerah di

Kabupaten Sleman.

"Kami sudah menyepakati raperda

Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk

dilanjutkan proses pembahasan ke ta-

hapan selanjutnya. Supaya raperda

segera ditetapkan sehingga dalam pe-

ngelolaan barang milik daerah ada

kepastian hukumnya," kata Sumaryatin

atau yang kerap dipanggil Atin ini, Kamis

(1/12). 

Tujuan dari raperda ini untuk menun-

jang kelancaran pelaksanaan penye-

lenggaraan pemerintah daerah, mewu-

judkan akuntabilitas dalam pengelolaan

BMD. Selain itu untuk mewujudkan pe-

ngelolaan BMD yang tertib, efektif dan

ekonomis. "Kami ingin dalam pengelola-

an BMD tertib administrasi dan mewu-

judkan akuntabilitas serta transparansi,"

terangnya. 

Dalam raperda ini juga mengatur ten-

tang pemilihan dan penetapan mitra pe-

manfaatan BMD, sewa, pinjam pakai,

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP),

Bangunan Guna Serah (BGS) dan

Bangunan Serah Guna (BSG). Selain itu

juga mengatur tentang penilaian BMD,

pemindahtanganan, tukar menukar, hi-

bah, penyertaan modal pemerintah da-

erah, pemusnahan dan lainnya. "Meka-

nisme pengelolaan BMD, hingga pe-

musnahan sudah diatur dalam raperda

ini. Supaya dalam pengelolaannya lebih

efektif dan transparan," tuturnya. 

Meskipun demikian, pansus juga

memberikan beberapa catatan. Di an-

taranya perlu ditambahkan Bab Khusus

terkait Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD). Pansus juga menyepakati dita-

mbahkan ayat pada pasal 31 dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman seba-

gai payung hukum agar Badan Hukum/

Desa/ SAR & Rescue/ Koperasi/

UMKM dapat secara aktif mengajukan

hibah. "Kami menilai masih ada bebera-

pa yang perlu ditambahkan dalam ra-

perda ini. Bahkan sudah ada yang dise-

pakati untuk dimasukkan dalam pasal,"

ujarnya. 

Hal lain yang perlu diperhatikan juga

adalah Raperda Pengelolaan Barang

Milik Daerah harus mengakomodasi

langkah-langkah yang komprehensif ter-

kait penggunaan dan pemanfaatan

barang milik daerah yang mangkrak.

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS

itu menilai, perlu ada perhatian khusus

dari pemerintah tentang hal ini. "Terlebih,

cukup banyak aset milik daerah yang

belum optimal pemanfaatannya, semisal

Taman Kuliner Condongcatur, Pasar

Prambanan, Pasar Sleman, dan Pasar

Denggung," katanya. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu

ini ditambahkan unsur pembinaan pe-

ngelolaan barang milik daerah. Untuk

tata cara pembinaan diatur dalam

Peraturan Bupati. "Pansus sepakat peja-

bat pengelolaan Barang Milik Daerah

diberikan insentif dan tunjangan. Selain

itu juga ada sanksi yang tegas bagi pi-

hak-pihak yang menyalahgunakan

dalam pengelolaan barang milik daerah,

baik besaran ganti rugi maupun sanksi

pidananya," tambahnya. 

Poin penting lainnya, Bupati perlu

membentuk Majelis Penetapan Status

Barang Milik Daerah yang melibatkan

tenaga ahli, akademisi dan pihak-pihak

yang berkompeten yang bertugas

melaksanakan penghapusan barang mi-

lik daerah. Untuk tahap implemen-

tasinya, perlu diterbitkan Peraturan

Bupati terkait teknis pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah dan  penerbitan

Peraturan Bupati maksimal 6 bulan sete-

lah Rancangan Peraturan Daerah dite-

tapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Raperda ini juga mengakomodasi

langkah-langkah yang komprehensif ter-

kait penataan kabel fiber optic dengan

menyediakan saluran (ducting) di bawah

tanah di sepanjang ruas jalan di

Kabupaten Sleman sebagai bagian tak

terpisahkan dari upaya menata kota dan

meningkatkan pendapatan asli daerah,"

pungkasnya. (Sni)-f
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Sumaryatin
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Sumaryatin memimpin rapat Pansus III dengan mitra
kerja.
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Pansus III studi banding ke Salatiga. 

SLEMAN (KR) - Jelang penetapan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang
rencana diumumkan 6 Desember nanti,
Bupati Sleman Kustini siap membuka ru-
ang kesepakatan bersama. Melalui forum
Dewan Pengupahan dilakukan diskusi
bersama unsur pekerja, pengusaha, instansi
terkait dan akademisi.


